BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI MUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 68 TAHUN 2032

TEMTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

bahwa mengmgat pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Ciaerah Nomor D8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belang Daerah Tahun Anggaran H123,
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagal landasan operasonal pedaksanaan AFED.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinst Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indanesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republis Indonesia Tahun 2003 Nomar 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4285), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uindang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebigakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vines Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Momor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor &4851;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7004 Momoe 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mo, 1 Tahun 2020 tentang Eebijakan Keuandgan
Megara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandermi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional danfatau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Momor 87, Tambahan Lembdafan
Megara Repubik Indonesia Momor B85,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemesintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomar 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Uindang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Permerintzh Pusat dan Pemerintzhan Daerabh (Lembaran Megaa Republik Indonesa Tahun
2022 Momar 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesa Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .Em_w__‘.f.
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Peraturan Pernenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Lmum sebagaimana telah dwbah dengan Peraturan Pemenntah Repubiik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomos 171, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Mamor 5340},

Peraturan Pemeriitah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Momor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momar 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala
Daeratl Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah Kepada Masyarakat (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahum 2009 tentang Bantuan Keuangan Partal Politik {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 momor 18, Tambahan
Lembaran Megara Republii Indonesia Nomor 49727

Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemenntah di
Wilayah Provinsi Musa Tenggara Timur;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Permerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Mormor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Momor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indandesia nomaor BO41);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2017 Momor 1063,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menter) Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tekah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Barita Negara
Reputiik Indonesia Tabwn 2011 Nomor 5357

Peraturan Menteri Dalam Negesi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomnan Pembenian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentert Dalany Megeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Aas Peraturan
Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Diaerah
{Berita Meoara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor S6H51;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Momor 754 );

Peraturan Menterl dalam Megen Momor 62 tahun 2017 tentang Pengelompakan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2017 Nomor 1057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomos 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 tomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor & Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kevangan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatar dan Belanja Dagrah Tahun Anggaran muH.T
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAMN 2023,

Pasal 1
APBED terdin atas pendapatan daerah, belama daerah, dan pembiayaan daerah,
Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.121.553.140.444 00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluby Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta
Seratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rugpiah, yang bersumber dan:

a.  Pendapatan asli daerah;

B, Pendapatan trancfer; dan

L. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 3 direncanakan sebesar Rp37.192.036.145,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh
O Juta Seratus Empat Puluh Lima Rupiah], yang terdin atas:
2. Pajak daerah;
b, Retribus: daerah;
€. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pesahkan; dan
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
{2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a deencanakan sebesar Rpl16.268.875.128,00 (Enam Betas Miiar Dua Ratus Enam Puluh Delapan luta Delapan Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
{3) Retnbusi daerah sebagaimana dimaksid pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RS 896.968.492,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Semibian
Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
{4} Hasl pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp7.075.077.120,00 (Tujuh Miliar Tujuh Puluh Lima
Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah),
{5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagawmana dimatksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.951.115.405,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu
Juta Seratus Lima Belas Ribu Ernpat Ratus Lima Rupiah),

Pasal 4

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.268.875.128,00 (Enam Belas Mifiar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Dedapan Ratus Tujuh Pulub Lima Ribu Seratus Dua Puluh Defapan Rupiahl, yang perdin atas:

Pajak Hobel;

Pajak Restocan;

Pajak Hiburan,

Fajak Pencrangan Jalan,

Pajak Parkir; f.

pAapSs
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f. Pajak Air Tanah;

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

h. Pajak Bum dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (FEEP2Y; dan

. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTE].
Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Bipl.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus luta Rupiah).
Pajak restoran sebagasmana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.116.000,000,00 (Satu Miliar Seratus Enam Belas Juta Fupssh],
Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf © direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 {Sembilah Puluh Juta Rupiah).
Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.912,757.450,00 (Dua Millar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima
Puluh Tujuh Ribu Empat fatus Lima Puluh Rupiah).
Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 {Lima Belas Juta Rupiah).
Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf £ direncanakan sobesar RpS0.000.000,00 {Lima Puluh Juta Rugiah),
Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah}.
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.785.117.678,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus
Delapan Pulub Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
Bea perclehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesat Rp3.800.000.000,00 (Tiga Millar Delapan Ratus Juta
Rugpiah ).

Pasal 5

Anggaran retribusi doerah sebagaimana dmaksud dalam Pasal 3 huruf b dwencanakan sebesar direncanakan sebesar Rpd.896.968 492,00 (Sernbelan Midiar Delapan Ratus
Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Detapan Ribu Empat Ratus sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdin atas

a. Retribusi Jasa Limum;

b, Retribuz lasa Usaha;

£. Retribusi Perizminan Teteniu.
Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpd, 200,840.000,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus
Ernpat Puluh Ribu Rugiah},
Retribusi jasa usaha sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sphesar Rpl,396.128.492,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua
Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembdan Puluh Dua Rupsah).
Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal &

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 hur! ¢ direncanakan sebesar Rp7.075.077.120,00 (Tujuh Miliar Tufuh Puubh Lima Juta
Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdir atas Bagian Laba yang Dibagikar kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

(1)

Pasal 7

Anggaran Lam-lain pendapatan asli daerah yang sah sehagaimana dimaksued pada Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp3.951,115.4056,00 (Tiga Mikar Sembilan Ratus Lima
Puluh Saty Juta Seratus Lima Belas Rrbu Fmpat Ratus Lima Rugsah), yang terdan M35

g Hasil Permanfaatan BMD yang Tidek Dipisahlan,

b. Jasa Giro,

c. Pendapatan Bunga; T
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d.  Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;

e.  Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjan;

f.  Pendapatan Denda Retribusi Daerah;

f. Pendapatan dar Pengembalian,
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipssahkan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah,
Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurel b direncanakan sebesar Fp2.000.000.000,00 (Cwa Mikar Rupiah).
Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl.600.000,000,00 (Satu Miliar Enam Ratus huta Rupiah).
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebisar FpS0.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah].
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sehesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah ).
Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rpb3.115.405,00 (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat
Rabus Lima Rupiah),

Pasal 8

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rpl.063.560.410.342,00 (Satu Trikiun Enam Pulush Tiga Miliar Lima Ratus
Enam Puluh Juta Empat Ratus Sepulub Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdinl atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Posat;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah,
Pendapatan transfer pemenntah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.039.098.927.000,00 {Satu Tribun Tiga Puluh Sembilan Miliar
sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Ruplah}.
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24 461,483.342,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh
Saty Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rsbu Tiga Ratus Empat Puluf Dua Rupiah).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer pemenntah pusat sebagamana dimaksud pada Pasal 8 huruf a direncanskan sebesar Rp1.039.008.927,000,00 (Satu Trilun Tiga Puluh Sembilan
Miliar Sembilan Puluh Detapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdin atas:

& Dana Perimbangan,

b. Dana Desa.
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur a direncanakan sebesar RpBSS.631.386.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Pulub
Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RplE3.467.541.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujub Juta
Lima Ratus Empat Pubuh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal & huruf b direncanakan sebesar Rp24.461,483,342,00 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam
Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdin atas pendapatan bagi hasil Provinsi.
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Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurul ¢ direncanakan sebasar Rp20,800.693.952,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Juta
Enam Ratus Sembsan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdini atas kain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undandan.

Pasal 12

{1} Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sehagaimana dimaksud pada Pasal 11 direncanakan sebesar sebesar
Rp20.800.693.957,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Enam Ratus Sembitan Puluh Tiga Ribu Sembslan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdin atas:
a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Keschatan Nasional (JKN) pada Fasiiitas Kesehatan Tingkat Pertama (FEKTP)
(2) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasiitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp20.800.693.957,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Enarn Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah),

Pasal 13

Anggaran belanjs daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rpl.121.553.140.444,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus
Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Ruplah), yang terdin slas;

a. Belanja operasional;

b. Belanj modal;

©. Belanja tidak terduga;

d. Belanja transfer.

Pasal 14

{1} Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar RpE92.644.930.336,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus
Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Pulu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdin atas:
a4  Belanja pegawai;
b. Belanja berang dan jasa;
£ Belanja Subsidi;
d. Belanja hibah; dan
e, Belanja bantuan sosial,
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp349.891,802.011,00 (Tiga Ratus Empat Pulub Sembilan Miliar Detapan Ratus Semiilan
Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sebélas Rupiah),
{3] Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.776.406.357,00 (Dua Ratus Sembilan Pulub Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Pulub Tujuh Ruplah).
(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar RpZ94 000,000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d direncanakan sebesar Rp30.390.235.368,00 (Tiga Putuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus
Tiga Pulub Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah],
{6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada {1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.292.486.600,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Semibitan Puluh Dua Juta Emipat
Fatus Delapan Pulub Enam Ribu Enam Ratus Rupiaki).
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Pasal 15

Anggaran belanja pegawail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp340.891.802.011,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Spmbian Miliar Dedapan Ratus
Sembitan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sebelas Rupiah), yang terdin atas:
Belanja Gaji dan Tunjangan ASM;
Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Otjektif Lainmya ASH;
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
Belanja Gaji dan Tunjangan KOH/WEDH;
Belanja Penerimaan Latnnya Pimpinan DPAD serta KOHWKDH;

f.  Belanjs Pegawal BOS,
Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.266.581.171,00 (Dua Ratus Tujuh Pulyh Satu Miliar Dua Ratus
Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b direncanakan sebesar Rp44.939,002.431,00 {Empat Pulub
Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah].
Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf ¢ direncanakan sebesar Rp15,035.210.549,00 (Lima Belas Miliar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus
Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl83.330.960,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus
Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam pulub Rupsah],
Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH{WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupsah).
Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.167.586.900,00 (Delapan Belas Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima
Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Aatus Rupiah).

L0 o

Pasal 16

Anggaran belanja barang dan jass sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huru b direncanakan Rp297.776.406.357,00 (Dua Ratus Sembitan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Tiga Rabus Lima Pulub Tujul Rupiah), yang terdiri atas:
4. Belanja Barang,
Belamja jasa;
Belanja Pemelharaan;
Belanja Perjalanan Dinas;

pEND

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat] dan

f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.545.117,903,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Ermpat Puluh Lima Juta
Seratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah).
Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunif b direncanakan sebesar Rp109.827.749.799,00 (Seratus Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Pulub Tujuh Juta Tujub
Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembdlan Puluh Sembilan Rupiah).
Belanja perneliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rpd.554.141.030,00 (Empat Miliar Lima Ratus Lirma Puluh Empat Juta Seratus Empat
Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah).
Belanja perjalanan dinas sebagammana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Bp48.451.170.225,00 (Empat Puluh Delapan Midiar Empat Ratus Lima Pulun Satu
Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
Belanja Belanja wang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakal sebagaimana dima pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp8.330.547.400,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Pulub Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).
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Belanja Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.067.680.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Tujuh
Juta Enam Ratus Delapan Puliih Ribu Rupish).

Paszal 17

Anqggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp294.000,000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rumah), yang terdir
atas:

3. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Miik Swasta.
Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a drencanakan sebesar Rp294.000.000,00 (Dua Ratus Sembalan Puluh Empat Juta Rupiak).

Pasal 18

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp30.390.235.368,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua
Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Pulub Detapan Rupiah), yamng terdin atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisas Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan

. Belanja Hibah Banbsan Kevangan kepada Partai Politik,
Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimalksud pada ayat (1) hurul a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Ruipiah].
Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sehagaimana dimaksud pada ayat (1) hund b direncanakan sebisar
Rp9.309.663.100,00 (Sembian Milkar Tiga Ratus Sembdlan Juta Enam Ratws Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Rupah ),
Helanja hibah bantuan keuangan kepada partal politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp1,080.572.268,00 {Satu Miliar Delapan Puluh duta
Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja bantuan sosal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanikan sebesar Rpls, 297 486.600,00 (Empat Belas Miliar [z Ratus Sembilan Pulub Dua
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdin atas:

a.  Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;

b,  Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga,

¢ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana demaksud pada ayat (1) huruf 2 direncanakan sebesar Rp2.955,100.000,00 {Dua Milar Sembilan Ratus Lima Pusluby Lisna
Juta Seratus Ribu Rugpiah).
Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksid pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp322.500,000,00 {Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah].
Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sehagaimana dinaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl 1.014.886.600,00 (Sebelast Miliar Empat Belas
Juta Delapan Ratus Detapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah}.

Pasal 20
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud datam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rpl75.763.098.478,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh
Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdin atas:

a. Belanja Modal Peratatan dan Mesin;
b.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan; T
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€. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi;

d.  Belanja Modal Aset Tetap Lamnnya.
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 direncanakan sebesar Rp27.281.371.158,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh
Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Pulub Satu Ribu Seratus Lima Putuh Delapan Rupéah),
Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b direncanakan sebesar Rp53.886.542.460,00 Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan
Pulub Enam Jula Lima Ratus Empat Pulsh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Fupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan ingasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.465.691.960,00 {Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus
Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembitan Ratus Enam Puluh Rupiah).
Belanja modal aset tetap binnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.129.492 900,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sermbslan Juta Ermpat
Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rumah),

Pasal 21

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp27.281.371.158,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dedapan
Puluh Satu Juta Thga Ratus Tujuh Pulub Satu Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdir atas;
Belanja Modal Alat Besar;
Belanja Maodal Alat Angkutan;
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
Baelanja Modal Alat Pertanian;
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
Belanja Modal Alat Studio, Komunikas, dan Pemancar
Belanja Modal Alat Kedakleran dan Kesahatan;
Belanja Modal Alat Laboratorium,
Bielanga Modal Komputer;
Betanja Modal Alat Produkisl, Pengalahan, dan Pemurmian,
Belanja Modal Alat Kesslamatan Kena,
Balanja Modal Rambu-Ramibu;
m, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.100.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).
Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl 693.050.000,00 (Satu Mikar Enam Ratus Sembsan Puluh Tga Juta Lima
Puluh Ribu Rupah).
Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp14.550.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditencanakan sebesar Rp445.771.800,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratas Tujuh
Pulub Satu Ribu Detapan Ratus Rupiah),
Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf ¢ direncanakan sebesar Rp2 928.897.288,00 (Dua Miiar Sembélan Ratus Dua Puduby
Delapan Juta Delapan Ratus Sembitan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Pulub Delapan Rupizh).
Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf f direncanakan sebesar Rpl10.955.000,00 (Seratus Sepulieh Juta Sembdan
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
Belanja modal alat kedokieran dan kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.900.188.872,00 {Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Juta
Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah.
Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ds encanakan sebesar Rpl.896.529,198,00 (Satu Mikar Delapan Ratus Semhitan Puluh Enam Juta
Lima Ratus Dua Puluh Sembslan Ribu Seratus Sembitan Puluh Delapan Rupiah).
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(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | direncanakan sebesar Rpd.518.318.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus
Delapan Belas Ribu Rupiah),

(11} Belanja modal aat produksi, pengolahan, dan pemumian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta
Rupiah}.

(12} Belanja modal alat keselamatan kerfa sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf k direncanakan sebesar Rp38.740.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Pulub
Ribu Rupiah).

[13) Belanja modal rambu-rambu sebagasmana dimaksud pada ayat (1) huruf | direncanakan sebesar Rp180.900.000,00 (Seratus Delapan Pulub Juta Sembilan Ratus Ribu Rupah),

(14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.392.371.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua
Juta Tiga Ratus Tujuh Pubuh Satu Ritu Rupiat)

Pasal 22

{1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar RpS53.886.542.460,00 {Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratis Delapan
Puluh Enam Juta Lima Babus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah], yang perdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Godundg;
b. Belanja Modal Tegu Titk Kontrol/Past.
(2} Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a direncanakan sobesar Rp53.769.042.460,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluf
Semnbilan Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiab,
(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.500,000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu
Bupmah).

Pasal 23

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan ingas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp93.465.691.960,00 (Sembilan Pulub Tiga Mikiar Empat Ratus
Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdin atas:
a, Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b.  Belanja Modal Bangunan A
C.  Belanja Modal Tnstalkasi;
d.  Belanja Modal Jaringan.
(2] Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.279.482.500,00 (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh
Pulub Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.135.815.000,00 (Dua Miliar Delapan Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan
Ratus Lima Belas Ribu Rupiah].
(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp15.500.000,00 Lima Belas Juta Sembdan Ratus Ribe Rupiah).
(5) Belanja modal jaringan subagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.034,494 460,00 (Dua Belas Miliar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Pulubh Rupiah),

Pasal 24

{1} Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rpl.129.492.900,00 (Satu Mikar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat
Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdsr atas:
@, Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
{(2) Balsnja modal bahan n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.350,800,00 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu
Delapan Ratus mEﬁ:Wﬂ:ﬁwﬁ&
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Pasal 25

Anggaran befanja tidak terduga sebagaimana dimaksud datam Pasal 13 huruf ¢ direncanakan sebesar RpS,000.000.000,00 (Lima Miiar Rupiah), yang terdin atas Belanja Tidak
Terduga,

(1)

(2)
(3

(1)

()

(3

Pasal 26

Anggaran belania transfer sebagaimana dimakswd dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Bp248, 145, 111.630,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Empat
Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Enam Rabus Tiga Pulub Rupiah), vang terdin atas:

8. Belanja Bagi Hasil; dan

b.  Belanja Bantuan Keuangan,
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.937.866.088,00 (Satu Miliar Sembian Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus
Enam Pulbuh Enam Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).,
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpZ46.207.245.542,00 (Dua Ratus Empat Pulish Enam Miliar Dua Ratus Tujuh
luta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksued dalam Pasal 26 horuf a direncanakan sebesar Rpl.937 866 088 00 (Satu Miiar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta
Delapan Ratus Enam Pulub Enam Ribu Delapan Pulub Dedapan Rupsah), vang berdinl atas:

a. Betanja Bagi Masil Pajak Daerah Kepada Pemenntzhan Kabupaten/Kota dan Desa; dan

b Belanja Bagl Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pomerintaban kabupaten/kota dan desa sehagaimana dimabsud pada syat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.626.567.513,00 (Satu
Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lma Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupah),

Belanja bagi hasi retribus daerah kabupatenkota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3 1 1L.298.575,00 (Tiga Ratus
sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Rratus Tujuh Puluh Lima Rupah),

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp246.207.245,542,00 {Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus
Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Ruplah), yang terdin atas belanja bantuan keuangan daerah provinsd atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp0,00 {Nol Rupiah), yang terdin atas:

Pemerimaan pembiayaan; nﬁ‘

b. Pengeluaran permbiayaan.
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Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hursf a direncanakan sebessr Rp0,00 (Nod Rupiah).

Pasal 31

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud datam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Mol Rupiah).

Pasal 32

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran befanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/{defisit) sebesar Rpd,00 (Nol Rupiat).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengelusaran pemnbiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupeah ).

Pasal 33

Liraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak lerpisahikan dar
Peraturan Daerah Kabupaten Susnba Baral ini terdiri dari:

® @ NP AW N e

L =4
=

Lampiran [ Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikas: Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanga, dan Pemtuayaan;

Lampiran 1 Penjabaran APED Menurut Lirusan Pemerintahan Daserah, Organisass, Program, Kegiatan, Sub Eegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincisn

Cinjek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran 11 Daftar Nama Penenma, Alamat Penenima, dan Besaran Hibak;

Larmgpiran IV Daftar Nama Penerdma, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosal;

Lampiran v Daftar Nama Penerima, Alamal Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat wmim dan borsifat khusos;

Lampiran V1 Daftar Nama Penenma, Alamat Penenma, dan Besaran belanja bagi hasil;

Lampiran VII Rinclan Dana Ctonom) Khusus Menwrut Urusan Pemenntaban Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Bindan Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembaayaan;

Lampiran VI Rincian DBH-S0A Perfambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam) tarmbahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menusut Urusan Pemerintahan Daerah,
Drganisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompdok, Jens, Objek, dan Rincian Cbjek Belanja don Pemblayaan;

Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastukdur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Ovganisas:, Progrom, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Ohjek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampéran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Megara.

Pasal 34

Larmpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Barat Daya ini.

Pasal 35

ketentuan perundang undangan,

Petaksanaan penjabaran APBD :ﬁn ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan leteh @njut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesual dengan
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Pasal 36

Peraturan Bupat Sumba Baral Dava ini mulai berlaku pada tanagal diundangkan,

Agar sehiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya dengan penempatannya dadam Benta Daerah.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI LIMBA BARAT DAYA, L&\

ﬂ}—.ﬁ“ 5KUS M, ADT LALD,S.505
Hf,....u.‘.ul.“..m._”-.r et

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19761202 200501 2 010
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